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TEHTAITG

PEMBENTUKAIT ORGANISASI DAN TATA KER.'A UNIT PELAKSAITA
TEI$fis DINAS REBUTI BEHffi DA![ KEBUH PRODUK€I TAHltFr[ar{
PERKEBUNAN DINAS PERTAilIAN I(ABUPATEN BARITO TIMUR

DEITGAN RAHMAT TUfiAtt YAITG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BARIT1O TIMUR,

bahwa untuk melaksarrakan tugas operasional dinas
dan memberikan pelayanan Kebun Benih dan Kebun
Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Barito
Tii-irur periu ditetapkan penibentukaii Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Benih
dan Kebun Produksi Tanaman perkebunan Dinas
Pertanian Kabupaten Barito Timur;

bahwa berdasarkan pertimbanga r sebagaipaarra
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kebun Benih dan Kebun
Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun ZAA2, tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan. Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Tirrrur di provinsi Kalimahtan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a1B0);

Undaag-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peratrrran Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A7l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

lVlengingat 1.

b.

2,



Undang-Undang Nomof 5 Tahun ZAL4 tentarng
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1+ Nomor 6, Tamb4han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);

Undang-Undang Nomc'r 23 Tahun ZA14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 L4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SBZ)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Uiidang-Unriang iiomoi.9 Tahun 2O1S tetl.Lallg
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2g
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran
Negara Republik Indorresia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomcrr 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang
Ferangkat Daerah ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20|16 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2QLG Nomor 3 tenta-ng Ferabentrrkan d-an Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Banto Timur Tahun 2016 Nomor
31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 28);

Peraturan &ienieri Ddam i.legeri Republik indonesia
Tahun 2Al7 Nomor 12 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;

Menetapkan

MEfiIU"TUSI(Ail:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEITTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAI(SAITA
TEKIIIS DINAS KEBUN BENIH DAIT KEBUN
PRODUKSI TAHAffiAil PERITEBU!{AI{ DISAS
PERTANIAN I(ABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I
KETEtrTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupa'uen Barito Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oieh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas*luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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6.

J.
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10.
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t4.

Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daefah dalam hai ini Bupati dan
wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Barito Timur.

Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Pertanian kabupaten Barito Timur.
Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutn5ra disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kebun Benih rlan l{ebun Prodr..lksi Tanarnan
Perkebunan dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur.

Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagai sasarafl utanfla yang
dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.

Fungsi adalah peran suatu
tugas I pekerj aan pokok.

jabatan untuk melaksanakan

uraian T:rgas adalah paparan atau r)entangan atas seinua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang
jabatan.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap
warga Negara Republik Indqnesia ,vang telah r-Iemenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yarrg berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tu.iuan organisasi.

Aparatur sipil Negara yang sebenarnya. disingkat ASN adalah setiap
warga N€gafa Republik indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan Negarq atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jabatan Pelaksana adalah kedudukarl yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian danlatau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/aiau keterampiiam tertei-riu sfrta trersifai niandii.i dan kenaikan
pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.

15. Nama-rrama Jabatan PelaksaRa adalair sebutar, yang rnenjadi identitas
penarnaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Pembeatukan
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Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Kebun Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan pada
Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTDi Kebun Benih dan Kebun Produksi
Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur
masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III
SUSU3{AIT ORGAI5ISASI

Pasal 3

1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD);
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
e. Staf; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Struk'rur organisasi Unit Peiaksana Tekiiis Diiras (UPTD) sei:agaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
I(EI,OffiPiOK JABAfAN

Bagian Kesatu
rlabatan Pelaksana

Pasal 4

1. Penarrraan jabatan Pelaksana dimmuskan berdasarkan hasil analisis
jabatan.

2. Nama-Rama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan kercntuaR
peraturan perundangan-undangan.

3. Nama*flarna jabatan pelakeana sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

4. Penetapan nama-rrama jabatan pelaksana rlengan Keputusan Bupati.
5. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat {4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional diangkat daiam jabatan pelaksana.

7. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat {6} diiaicukan sleh Kepaia Dinas dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkarr oleh Kepala upr.



1 Daiarrr rangka pem-berian bimbirrgan kepada bawaharr masing-masing
setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Dalarrr ha1 pimpinan satuan organisasi ci iingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
berhal.angan maka tugas pimpinan satuarr organisasi dilaksanakan oleh
pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

EiE t}vap a

KEPEGiAtrTAIAII, ESELOITI

Eagiaa lEesatu
Kepegawaian

D^-^r 7

Kepala Unit Pelaksana T\rgas Dinas (UP|D), Kepala Sub Bagian Tata
Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Barito Timur berdasarkan ketentuan Peraturan
Perunciarrgan- undangan.

Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti
standar korrrpetensi teknis di -bidang Pertaniarr Yang diatur sesuai
Peraturan Menteri di Bidang Pertanian.
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Bagiaa Kedus
Eselon

Pasai I

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas {UFr|D)
eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan
jabatan pengawas.

adalah jabatan struktural

struktural eselon IV.b atau

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasa! 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur
dibebankan kepada Anggaran Pendapal.an Belanja Daerah (APBD),
Anggaran Pendapatan Belanja Negara {APISN) cian sum-ner lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
r rrrdarrcratrE44e54r_B*:_4.



BA3 VII
K TEI{TUAI{ PEIIUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar] Peraturan

Bupati ini dengan penempatanal'a dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Timur.

Ditetapkan di Tamiang LaYang
pada tanggal 7 llb t 2018

PlI. BU BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamign g 1,,ayffig
pada ranggal ] l[At 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR q
*tFir
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Bagiar. Kedua
Kelompok Jabatan Frrngsional

Pasai 5

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional danlatau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

Kelompok Ja-batan F\rngsionai sebagainrana climaksuei pacia ayat tri
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertangg,*ng jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (21
r{itenfrrlzan harr{:rq:rr'lzon lzalrrt-rrIlqn !rrao rrri!orra}. .lo- }.o}.a- Lo-.i^urLirrrr-q$arr rrvr ucu(li iLar ! I\t aiii( iir i(;,ii, iL.i'<{.B iVii(i'JCrii Liai.ii iigiial,i i irUi-ici,

Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
.{ir^+^-!.-^* ^^^,,^; J^-.-^- l-^+^-+!:^- sa-a}. 

-l^-- ",-l^--^-LrLLcL.lrrllalr sEsLl.n LrErrB4rl AELcliLiiai.ii. Pc.tellilraii PcIuIiuaIiB-urf(ianga.n.

Pasal 6

Untuk rnen5/eienggarakan urusan pemerir:tahan yang menjadi tugas dan
fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Baril.o Timur dan Unit Pelaksana
Teknis l)inas fIIP-PD) r{isrrsrrn stqnr{ar' !'lrrrserlrrr 1r.eria aterr rnnnrral rlqn

tv+ . P, *.**i*ii gr*a4qr i/irr*vu.Hi iawijqi ql*'-i iiil++iqi+ Hqii

Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur
(soP).

Ket"errtuan merrgenai stanalar prosedur kerja atau manuai dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagaimana dir-naksud pada ayat {1} ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Scfian nirn'rninen nroanioaoi.li linclzrrncatr T'\inao Parfonian Ifahrrnafpnuu ui riii8Auii6aj r LiiicE i ui LaiiiGii rlauuiitiLLia

Barito Timur dan Unit Pelaksana T\rgas D:nas (UPTD) wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun a.ntar satuan organisasi di
lingkungan pemerintah daerah atau dr:ngan instansi lain di luar
pemerintah <iaerah sesuai derrgan tugas can fungsi rnasing-masing dan
menerapkan asas umum Penyelenggaraan ltlegara.

Setiap pirapinan satuan organisasi di.ingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib
menga'vasi, nsemirnpin, mengkoordinasikan, meurbimbiag sert=a

memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksanra Teknrs Dinas TUPTD) u,ajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan rnasincr-rnacinrr rlan rnerrrzarnrrailzan lannran eFrrara l-rcrlrala ferraf.b s4r B++ uvvk4* vv4iakrB lvlju!

pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan tmtuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.
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tAtriPiRAl{
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NoMoR I TAIIUN 2018
TEHTAI{G PEftIBEISTUI{AIT ORGANISASI
DAN TATA KER^IA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KEBUN BENIH DAN KEBUN
PRODUIISI TAI{AiL{T{ FERI(EBUT{AI{DII{AS
PERTAITIAN I(ABUPATEN BARII1O TIMUR

STRUKTUR oRGANTSASI UrErT PELAKSANA TEKlrrS DTITAS {UprDl
I(EBUN BENIH DAN KEBUN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUTTAN

DINAS PERTANIAIV I(ABUPATEN BARIT'O TIMUR

KEPATA SUBBAGIAN

TATA IISA.I.IA

RITO TIMUR,


